Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA
BUPATI KEEROM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;

0 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1969 Nomor
47);

Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahann Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
276);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM

Menetapkan

dan

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.

13.

14.

. Daerah adalah Kabupaten Keerom;
. Bupati adalah Bupati Keerom;
. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintah daerah;
Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom;
Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah
bangunan.
Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara
langsung merupakan kelengkapan bangunan gedung tersebut dalam
batas satu pemilikan.
Mendirikan = bangunan  adalah  setiap kegiatan membangun,
memperbaharui, mengubah, menggati seluruh atau sebagian atau
memperluas bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau
meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan
bangunan itu serta pekerjaan bangunan proyek yang berada didaerah.
Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin
yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk
membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan
dan/atau merawat Bangunan Gedung atau Bangunan Lainnya sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Bagunan adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut :
a. Hasil pekerjaan pasang dari berbagai jenis bahan bangunan.
b. Memanfaatkan ruang diatas permukaan tanah.
c. Menampakan bentuk dan luas yang relatif dan memiliki azas manfaat
bagi mahluk hidup;
d. Tidak termasuk segala bentuk monumen dalam kompleks
pemakaman.
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
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15.Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

16.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dang mengolah
data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-unangan retribusi daerah.

18.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangka.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayaran pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk
mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya
agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien luas bangunan (KLB),
koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien guna bangunan (KGB),
dan koefisien lokasi bangunan (KLB), pengawasan penggunaan
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau
pemerintah daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin mendirikan
bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4
Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas

faktor luas lantai

penggunaan bangunan, dan lokasi bangunan.
(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot/koefisien.

bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana

(3) Bobot/koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebagai berikut :
A. Koefisien Luas Bangunan
NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1. | Bangunan tertutup dengan atap / dinding 1,00
2. | Bangunan tertutup atap tanpa dinding 0,70
3. | Bangunan teras / rabat 0,50
4. | Bangunan Jembatan 1,00
5. | Bangunan Plat Beton terbuka 0,75
6. | Banunan kolam berlantai Konstruksi/Beton 0,75
7. | Bangunan kolam biasa tanpa lantai konstruksi 0,10
8. | Bangunan Gedung 1,20
9. | Bangunan Kolam Khusus (kolam buaya,dll) 1,25
10. | Bangunan Menara/Tower/Siklop 2,00
11. | Bangunan Pelindung Binatang Buas 1,20
12. | Bangunan yang as dindingnya berdiri diatas daerah 2,00
13. | batas 1 meter dari batas tanah
Bangunan utama yang malampaui luas berdasarkan 1,75
Kepadatan bangunan ( 70 %)
B. Koefisien Tingkat Bagunan
NO TINGKAT BANGUNAN KOEFISIEN
1. | Bangunan 1 lantai 1
2. | Bangunan lantai selanjutnya koefisien bertambah | 1,00 + 0,5 n
0,5.Setiap bertambah n lantai,dimana n = pertambahan
3 jumlah lantai 1m=0,3
Bangunan Tower/Menara dan sejenisnya setiap
bertambah tinggi 1m koefisien bertambah X dimana X =
4. |03 l1+nY
Bangunan Gudang/Gudang/Pabrik dan sejenisnya yang
tinggi dindingnya lebih dari 4 meter,koefisien bertambah
Y setiap bertambah n meter,dimana Y setiap bertambah
n meter,dimana Y = 0,25. n+ 1,2,3, dst
C. Koefisien Guna Bangunan
NO GUNA BANGUNAN KOEFISIEN
1. | Bangunan Sosial 0,50
2. | Bangunan Perumahan/Pendidikan/Fasilitas Umum 1,00
3. | Bangunan kelembagaan /Kantor 1,50
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4. | Bangunan Perdagangan dan jasa lantai 1 s/d 2 2,50
5. | Bangunan Perdagangan dan jasa lantai 3 s/d 4 2,00
6. | Bangunan Perdagangan dan Jasa > 4 Lantai 1,50
7. | Bangunan Industri / Bangunan Campuran 2,75
8. | Bangunan Khusus/ lain-lain 3,00

D. Koefisien Letak Bangunan

NO LETAK BANGUNAN KOEFISIEN
1. | Dipinggir jalan Arteri 1,50

2. | Langsung berada dibelakang jalan Arteri 1,40

3. | Dipinggir jalan Kolektor 1,30

4. | Langsung berada dibelakang jalan kolektor 1,25

5. | Bangunan dipinggir Jalan Lokal 1,20

6. | Bangunan yang langsung berada dibelakang jalan Lokal 1,10

7. | Jalan Setapak/kampung 0,50

E. Koefisien Kondisi Bangunan

NO KONDISI BANGUNAN KOEFISIEN
1. | Bangunan Permanen 1,00

2. | Bangunan Semi Permanen (maximum 15 Tahun) 0,90

3. | Bangunan Tidak permanent (Umur max 5 Tahun) 0,40

4. | Bangunan Darurat (Umur max 1 Tahun) 0,10

(4)

(1)

(2)

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan sebesar Rp3000,-/M2

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling

lama 3 (tiga) tahun sekali.
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(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan Indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 10
Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi serta tata cara pengisian
dan penyampaian SPORD sebagiamana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis dan kupon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan
penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16
Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang
merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang di tentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib
Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi,
dengan di kenakan bunga sebesar 2% (dua persen ) sebulan.
Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan
pembayaran Retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17
Pembayaran Retribusi yang terutang di lakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan
dengan menggunakan SSRD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk,jenis,ukuran dan tata cara
pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18
Untuk melakukan penagihan Retribusi, Pejabat dapat menerbitkan
STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang
tepat pada waktunya atau kurang membayar.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (1) di
dahului dengan Surat Teguran.
Jumlah kekurangan Retibusi yang terutang sebagaimana di maksud
pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribsi yang terutang yang
tidak atau kurang di bayar.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi di
tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau

pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yanng
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di

serati alasan-alasan yang jelas.



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)
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Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD di terbitkan, kecuali jika wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat keberatan di tertima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang di ajukan
tersebut dianggap di kabulkan.

Pasal 21
Jika pengejuan keberatan di kabulkan sebagian atau seluruhnya,
Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan
pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen ) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana di maksud pada ayat (1) di hitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Rtetribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap di kabulkan dan SKRDLB
harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) langsung di
perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retrtibusi sebagaimana di maksud
pada ayat (1) di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak di terbitkannya SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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BAB XVI
KEDALUAWARSA

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi,
kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1)
tertangguh jika :
a. diterbitkan surat Teguran; atau
b. ada pengakuaan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 25

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji keputusan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan Retribusi daerah.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. Memperhatiakan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.
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BAB XVIII
PEMANFAATAN

Pasal 26

(1) Hasil pemeriksaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus
disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah .

(2) Sebagai hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk menandai kegiatan
yang berkaitan langsung dengan pemberian izin gangguan.

(3) Pengalokasian sebagai penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman Pada Peraturan
Perundang-undangan.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Selain penyidik Polri, PPNS Daerah diberi kewenangan untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka
atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

o
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BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lam 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi tertuang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah ditetapkan sebelum
Peraturan daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya masa retribusi.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 21 Juli 2015
BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY

Diundangkan di Arso

pada tanggal 21 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM

CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM : 01/2014

Salinan yang sah sesaui aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RULLY I RIRIMASE,S.Sos
Nip. 19730915 200502 1 001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 30 (tiga
puluh) Jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten. Dari ketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah
satunya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang - Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Keerom menyusun Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai dasar hukum pelaksanaan
pemungutan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Keerom.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
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Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
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Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf'i
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
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